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ABSTRACT
The quality of human resources has an important contribution to the success of development in the context of increasing people's welfare. This research aims to identify the factors that make a major contribution to the increase in the HDI and examine the effect of poverty and unemployment on the achievement of quality human resource development. By using secondary data sources sourced from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance as well as the EViews analysis tool, the research results show that life expectancy, expected length of schooling, average length of schooling, spending per capita have a significant effect on the development of the quality of human resources on the island of Java. Meanwhile, poverty and unemployment have a negative impact on the development of the quality of human resources on the island of Java. The results of this research might be become a foundation for policy makers to explore education spending and health spending instruments to improve the quality of human resources. The results of the research also show that quality human resources are able to improve people's welfare through economic development, reducing poverty and unemployment.
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ABSTRAK
Kualitas sumber daya manusia memiliki peran krusial dalam keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menguji bagaimana kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta alat analisis Eviews, penelitian ini menyimpulkan bahwa usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di Pulau Jawa. Sebaliknya, kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang berharga bagi para pengambil kebijakan dalam menggunakan instrumen belanja pendidikan dan belanja kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Temuan penelitian ini juga menekankan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Kata kunci: Pembangunan manusia; pembangunan ekonomi; pendidikan; kesehatan; kemiskinan; pengangguran















JURNAL MANEKSI VOL 12, NO. 4, DESEMBER 2023





[bookmark: _GoBack]p-ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599                                                               851

1.	PENDAHULUAN
Manusia dan Pembangunan.
Pembangunan merupakan proses menuju perubahan yang lebih baik. Perubahan itu sendiri meliputi status sosial, perilaku masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional. Bukan saja perubahan petumbuhan ekonomi, tetapi juga masalah ketimpangan pendapatan, dan program pengentasan masyarakat miskin (Sukirno, 2006) . Perubahan secara menyeluruh memang sangat diharapkan, namun demikian tetap memperhatikan kebutuhan pokok dan keinginan pribadi, termasuk juga kelompok masyarakat menuju lebih baik secara materi maupun spiritual. (Todaro et al., 2000).
Menurut Tjiptoherijanto, 1989 bahwa tujuan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun masyarakat tidak lagi menjadi objek melainkan subjek demi kemajuan negara. United Nation Development Program (UNDP) dalam mengukur keberhasilan pembangunan menggunakan parameter Human Development Index (HDI). Dimana pengukurannya meliputi usia harapan hidup yang sehat, standar hidup layak dan pengetahuan. BPS menggunakan indikator untuk mengukur bebarapa parameter, antara lain: Usia harapan hidup yang merupakan indikator tingkat kesehatan. Dimensi Pendidikan menggunakan rata rata lama sekolah dan belanja per penduduk sebagai indikator daya beli.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah parameter kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya (Ramirez dkk., 1998). Melalui indeks ini, kita dapat membandingkan tingkat pembangunan antara berbagai negara. Pembangunan manusia itu sendiri dirtikan sebagai suatu proses dengan tujuan agar masyarakat lebih banyak mendapatkan pilihan, dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indikator kinerja pembangunan manusia dilandasi pada tiga dimensi, yaitu usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak (Herrero dkk., 2012).
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tergolong dalam kategori yang cukup rendah. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-107 dari 189 negara yang telah dianalisis oleh UNDP. Meskipun Indonesia cenderung tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan IPM Indonesia menunjukkan tren positif, terutama dalam periode antara tahun 2010 hingga 2021.
Pada tahun 2010, nilai IPM Indonesia masih berada pada angka 66,53 dan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2021, IPM Indonesia mencapai 72,29, menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,49 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 71,94. Selama periode 2010-2021, IPM Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,76 persen per tahun, dan pada tahun 2016, berhasil meningkat dari kategori "sedang" ke kategori "tinggi" (lihat Gambar 1).
Data IPM tahun 2021 juga memperlihatkan bahwa provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan IPM sebesar 81,11, diikuti oleh provinsi DI Yogyakarta dengan IPM 80,22. Sementara itu, provinsi Banten dan Jawa Barat menempati urutan kesembilan dengan IPM 72,72 dan kesepuluh dengan IPM 72,45. Peningkatan IPM ini mengindikasikan peningkatan kualitas harapan hidup masyarakat Indonesia (lihat Tabel 1).
Kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pembangunan, seperti yang disebutkan oleh Kadji pada tahun 2004. Namun, penting untuk dicatat bahwa hasil pembangunan dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat mengur	angi tingkat kemiskinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pananrangi pada tahun 2012. Selain itu, Mirza pada tahun 2012 dan Ningrum dkk. pada tahun 2020 meyakini bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan manusia suatu negara.
Berdasarkan pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tim peneliti merumuskan masalah riset:
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi secara signifikan terhadap IPM berdasarkan variabel standar UNDP, seperti Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita?
2. Apakah Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap IPM?
3. Apakah Prosentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh negatif terhadap IPM?
4. Variabel mana yang paling berpengaruh signifikan terhadap IPM sehingga dapat dijadikan strategi perencanaan pembangunan IPM?
Dalam rangka menjawab pertanyaan- tersebut, penelitian ini berupaya untuk  mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi IPM dan mencoba mengidentifikasi variabel apa yang berpengaruh signifikan terhadap indeks ini. Kegunaannya adalah untuk membantu dalam merancang strategi perencanaan pembangunan yang lebih efektif untuk meningkatkan IPM suatu negara.
Adapun tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi angka IPM, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi dalam rangka meningkatkan IPM di Indonesia.
Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:
1. Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM.
2. Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
3. Prosentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.
4. Variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Prosentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, sehingga dapat digunakan sebagai strategi dalam perencanaan pembangunan IPM.
2.	TINJAUAN PUSTAKA
	Ilmu ekonomi menempatkan input sumber daya manusia lebih tinggi dibanding barang modal. Oleh sebab itulah, konsep pembangunan manusia lebih dipilih daripada konsep produksi barang dan jasa. Dalam pengembangannya, tujuan utamanya adalah menciptakan indeks yang mudah dihitung, yang mampu mengukur baik aspek ekonomi maupun sosial, serta memungkinkan perbandingan baik di tingkat nasional maupun internasional. IPM lebih berfokus pada indikator pencapaian daripada pada indikator masukan. IPM mengukur pencapaian keseluruhan suatu wilayah, seperti provinsi, melalui tiga dimensi utama Pembangunan Manusia:
1. Standar hidup yang layak, yang diukur dengan menggunakan pendapatan riil per kapita (Todaro dkk., 2000).
2. Panjangnya usia harapan hidup saat lahir.
3. Pengetahuan, yang diukur melalui tingkat melek huruf orang dewasa dan partisipasi dalam pendidikan di tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi (dengan pembobotan yang sama pada kedua indicator).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah parameter penting yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tiga alat ukur keberhasilan ini meliputi, dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi hidup yang layak. Ketiga dimensi ini mencakup berbagai faktor yang memiliki dampak signifikan.
Adapun indikator yang digunakan adalah, angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli (purchasing power of parity).
IPM memiliki beberapa peran penting dalam analisis pembangunan wilayah, terutama karena:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan parameter utama yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan kualitas hidup manusia telah berhasil.
2. IPM memberikan gambaran komprehensif tentang akses individu terhadap berbagai aspek pembangunan, termasuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
3. Penggunaan IPM sebagai alat evaluasi kinerja wilayah, terutama dalam menilai pembangunan kualitas hidup masyarakat, telah menjadi praktik yang umum.
4. Meskipun IPM tidak selalu mencakup semua variabel dengan sempurna, saat ini IPM tetap menjadi indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.
Sebelum perhitungan IPM dapat dilakukan, masing-masing komponen dalam IPM harus dihitung menggunakan formula yang ditentukan. (BPS, 2020)
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c. Indeks Pengeluaran


Dalam perhitungan komponen-komponan IPM, nilai batas maksimum dan minimum yang tercantum dalam table digunakan sebagai acuan.
Selanjutnya IPM dapat dihitung sebagai berikut:



1. Status Pembangunan Manusia digolongkan dalam empat kelompok berdasarkan capaiannya:
1. Kelompok "sangat tinggi": IPM ≥ 80
2. Kelompok "tinggi": 70 ≤ IPM < 80
3. Kelompok "sedang": 60 ≤ IPM < 70
4. Kelompok "rendah": IPM < 60
Semua ini merupakan aspek-aspek penting dalam analisis Pembangunan Manusia, yang mencakup Pendidikan, Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi
Pendidikan adalah aspek yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dan sering kali disampaikan melalui lingkungan pendidikan formal seperti sekolah. Melalui pendidikan, individu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti yang dijelaskan oleh Mongan pada tahun 2019. Salah satu cara untuk mengukur tingkat pendidikan, baik dalam konteks pendidikan formal maupun non-formal, adalah dengan mengamati angka melek huruf. Angka melek huruf juga dapat digunakan sebagai indikator untuk memahami kemajuan dalam pendidikan masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis dianggap sebagai aset penting karena memungkinkan individu untuk mengakses informasi, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis (BPS, 2011)
Dalam konteks Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) nomor 20 tahun 2003, pendidikan dilihat sebagai upaya yang sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan pembelajaran di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk secara aktif mengembangkan potensi mereka, termasuk aspek spiritual, agama, kendali diri, kepribadian, kecerdasan, moral, serta keterampilan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.
Schweke (2004) dalam Patriotika (2011) menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya berperan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta kemampuan untuk menguasai teknologi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi pada pendidikan tidak hanya memberi manfaat  individu, melainkan juga bagi Masyarakat luas. Meningkatkan tingkat pendidikan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Pendidikan adalah hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sebaliknya, kegagalan dalam pendidikan akan menciptakan dampak buruk misalnya, pengangguran, angka kriminilitas meningkat yang akhirnya menjadi beban sosial bagi pemerintah.
Kesehatan memegang peran utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan dapat dianggap sebagai dasar dari kesejahteraan masyarakat. Salah satu metrik yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan adalah angka harapan hidup. Menurut definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagaimana dijelaskan dalam Todaro & Smith pada tahun 2003, kesehatan mencakup aspek kesejahteraan fisik, mental, dan sosial individu, dan tidak sekadar berarti bebas dari penyakit atau ketidakmampuan fisik. Kondisi kesehatan yang optimal, baik dalam dimensi fisik maupun mental, memiliki dampak yang sangat penting pada kemampuan individu untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Sebuah individu yang berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat akan cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap produktivitasnya.
Menurut Sukirno pada tahun 2006, penilaian kesehatan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat di suatu wilayah, dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti angka kelahiran dan angka kematian, angka kesakitan, angka harapan hidup, serta angka yang berkaitan dengan proses persalinan. Oleh karena itu, perbaikan dalam kesehatan penduduk dapat secara positif memengaruhi produktivitas mereka, terutama mereka yang berada dalam dunia kerja, sebagaimana dijelaskan oleh Mongan pada tahun 2019. Ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi kerja yang dapat dicapai ketika individu memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar.
Menurut pendapat yang diungkapkan oleh Atmawikarta pada tahun 2002, terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kesehatan yang memadai dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dari perspektif statistik, dapat diestimasi bahwa setiap kenaikan sekitar 10 persen dalam Angka Harapan Hidup (AHH) saat kelahiran berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat minimal sekitar 0,3 hingga 0,4 persen per tahun, asalkan faktor-faktor pertumbuhan lainnya tetap stabil. Oleh karena itu, perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan antara negara-negara maju yang memiliki AHH yang tinggi (sekitar 77 tahun) dan negara-negara berkembang dengan AHH yang rendah (sekitar 49 tahun) dapat diperkirakan sekitar 1,6 persen. Dampak ini akan bertambah secara berkelanjutan seiring berlalunya waktu.
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Anggaran Pendapatan Belanja untuk Kesejahteraan dan Pembangunan Manusia
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) merupakan sarana kebijakan fiskal yang memiliki peran sentral dalam pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai alat fiskal, pelaksanaan APBN/D harus memenuhi standar kepercayaan, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Konstitusi menetapkan salah satu tujuan pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan tingkat pendidikan bangsa. Dalam kerangka kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alokasi anggaran untuk fokus pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal mengatasi kemiskinan, meningkatkan sektor pendidikan, membangun infrastruktur, dan memastikan ketahanan pangan, seperti yang disorot oleh Ningrum dan rekan-rekannya pada tahun 2020.
Melalui alokasi anggaran pemerintah, diharapkan akan tercipta dampak positif yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang ditekankan oleh DJPb pada tahun 2022. Pentingnya meningkatkan mutu pengeluaran dengan memfokuskan perhatian pada program-program dan kegiatan yang sejalan dengan tujuan pemerintah tidak bisa diabaikan. Ini mencakup memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas dalam APBN/D dapat dijalankan dengan efektif. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek, seperti memperkuat ketahanan ekonomi, memajukan pembangunan wilayah, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing, menggalakkan revolusi mental dan perkembangan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta menegakkan stabilitas hukum dan tata kelola pelayanan publik yang modern.
Kebijakan fiskal dalam APBN/D juga bertujuan untuk mendukung peningkatan daya saing melalui inovasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Komitmen untuk meningkatkan mutu SDM tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja.
4. Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan.
Pengeluaran pemerintah, sering disebut sebagai pengeluaran publik, mencakup biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program-program pemerintah dalam memberikan layanan publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, layanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk barang publik, jasa publik, maupun layanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik. Dalam konteks sistem anggaran di Indonesia, terdapat dua jenis pengeluaran pemerintah yang dikenal, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk operasional pemerintah, termasuk di dalamnya pembayaran gaji pegawai dan pengeluaran sehari-hari. Di sisi lain, pengeluaran pembangunan merujuk pada pengeluaran yang diarahkan untuk investasi pemerintah, termasuk investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, yang merupakan sektor-sektor dengan karakteristik publik.
Manajemen anggaran melibatkan proses pengaturan dan penyeimbangan berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan di sektor-sektor seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan pembiayaan yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam sektor-sektor publik ini, pemerintah daerah melakukan optimalisasi sumber pendapatan mereka sendiri. Dengan demikian, melalui konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan mereka.
Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar manusia, dan oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses masyarakat kepada fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka tujuan pembangunan nasional, terdapat implikasi bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan dapat dianggap sebagai bentuk investasi oleh pemerintah dalam anggaran pembangunan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Tjiptoherijanto pada tahun 1989 melihat mutu manusia dari perspektif kesehatan. Dalam pandangannya, kesehatan adalah salah satu faktor yang berperan dalam menentukan kualitas SDM. Dengan kata lain, kesehatan memengaruhi kualitas manusia secara signifikan. Keadaan di mana penduduk mengalami kekurangan gizi, keadaan kesehatan yang buruk, atau tingkat kesehatan yang rendah akan berdampak pada kualitas manusia, termasuk perkembangan mental yang terhambat. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, selain juga pelayanan pendidikan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.
Adapun pengeluaran pemerintah fungsi dari tiga faktor utama. Pertama, jumlah total pengeluaran sektor publik menjadi faktor penentu, yaitu berapa banyak sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan peningkatan pembangunan manusia. Kedua, pentingnya pengalokasian dana untuk sektor-sektor yang memengaruhi pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketiga, cara dana tersebut diprioritaskan dan dialokasikan ke dalam sektor-sektor tersebut juga memegang peranan penting dalam memengaruhi pembangunan manusia (Ramirez et al., 1998).
Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia, khususnya melalui penyediaan layanan dasar, memiliki dampak besar pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan melindungi warganya dengan menyediakan layanan dasar yang memenuhi hak-hak penduduk. Layanan dasar ini mencakup pendidikan dan layanan kesehatan, dan keduanya memiliki dampak langsung pada pembangunan manusia.
Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan manusia. Pendidikan adalah elemen kunci dalam meningkatkan kapabilitas individu, yang juga sangat relevan bagi perkembangan masyarakat. Pendidikan juga memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan suatu negara untuk mengadopsi teknologi modern, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menciptakan kapasitas yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Pendidikan adalah bentuk investasi yang memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Pendidikan ditempatkan sebagai modal dasar yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa. Karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dalam sektor pendidikan untuk membangun fasilitas pendidikan dan menginvestasikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau modal manusia. Modal manusia merujuk pada investasi yang produktif dalam individu, yang melibatkan akumulasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan gagasan (Todaro & Smith, 2011). Konsep ini memegang peran kunci dalam mendukung program pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi yang berdampak positif secara merata.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, hubungan antara kesehatan dan pendidikan sangat erat. Kesehatan yang baik dapat meningkatkan hasil investasi dalam pendidikan, sehingga modal kesehatan yang kuat berkontribusi positif terhadap pembangunan pendidikan (Todaro & Smith, 2003). Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa individu yang lebih sehat cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pengaruh kesehatan terhadap peningkatan pendapatan telah didukung oleh hasil penelitian yang menggunakan metode statistik. Produktivitas yang tinggi dari individu yang sehat memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik (Todaro & Smith, 2011).
Pemerintah melakukan investasi di sektor kesehatan melalui alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta pemeliharaan fasilitas fisik dan nonfisik dalam sektor kesehatan. Ini mencakup pembangunan infrastruktur kesehatan dan layanan publik yang memastikan masyarakat memiliki akses mudah ke perawatan kesehatan. Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, kebutuhan dasar mereka akan kesehatan dapat dipenuhi, dan ini pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengoptimalkan pengeluaran pemerintah, terutama di bidang kesehatan, dapat menciptakan kondisi kesehatan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung produktivitas yang lebih tinggi (Mongan, 2019).
3.	METODOLOGI
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel menggunakan perangkat lunak statistik EViews 9. Data yang digunakan adalah data panel, yang menggabungkan data dari berbagai periode waktu (time series) dan data dari berbagai individu atau entitas (cross-section). Data time series digunakan untuk memeriksa perkembangan dari tahun ke tahun, dengan data yang mencakup periode tahun 2011 hingga 2020. Data cross-section adalah data yang mencakup berbagai provinsi di pulau Jawa selama periode yang sama. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pengeluaran Perkapita (PPK), Belanja Pendidikan (BP), Belanja Kesehatan (BK), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Prosentase Penduduk Miskin (PPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data ini digunakan dalam analisis penelitian ini.

Pembangunan manusia adalah sebuah konsep yang mengacu pada proses perluasan pilihan yang tersedia bagi penduduk, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kualitas hidup mereka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat ukur kunci yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya pembangunan telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya masyarakat atau penduduk suatu wilayah. IPM memberikan gambaran tentang tingkat akses penduduk terhadap hasil pembangunan, yang mencakup pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek penting lainnya yang berdampak pada kesejahteraan mereka
IPM pertama kali diperkenalkan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) pada tahun 1990, dan metodologinya mengalami revisi pada tahun 2010. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi metodologi baru dalam perhitungan IPM pada tahun 2015 dan mulai melakukan perhitungan mundur (backcasting) sejak tahun 2010.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah "umur panjang dan hidup sehat," yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup saat lahir. Angka ini mencerminkan estimasi tahun yang diharapkan seorang bayi yang baru lahir akan hidup, dengan asumsi bahwa tingkat kematian pada berbagai usia tetap stabil sepanjang hidup bayi tersebut.

Dimensi kedua adalah "pengetahuan" dan diukur melalui dua indikator: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah adalah perkiraan durasi pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa depan, sering kali pada usia 7 tahun. Rata-rata Lama Sekolah mencerminkan rata-rata tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 25 tahun atau lebih dalam mengejar atau menyelesaikan pendidikan formal.

Dimensi ketiga adalah "standar hidup yang layak" dan diukur dengan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity). Dalam perhitungan IPM, nilai-nilai komponen indeks (kesehatan, pengetahuan, dan pengeluaran) disesuaikan dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen, dan kemudian dihitung rata-rata geometrik dari ketiga indeks tersebut.

Pengeluaran pemerintah untuk Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan merujuk pada jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, termasuk pembayaran gaji pegawai, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Sebagai pedoman, biasanya paling sedikit 20% dari total anggaran dialokasikan untuk pendidikan dan paling sedikit 5% untuk kesehatan dari total anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Prosentase Penduduk Miskin mengacu pada persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka merujuk pada persentase pengangguran di antara angkatan kerja.

Penelitian ini menggunakan variabel bebas sebagai instrumen penelitian yang mewakili setiap aspek IPM sesuai dengan teori yang diusulkan. a. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh usia harapan hidup penduduk dan belanja di bidang kesehatan di setiap provinsi. b. Aspek pendidikan direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah penduduk, dan belanja di bidang pendidikan di setiap provinsi. c. Aspek standar hidup yang layak diwakili oleh pengeluaran per kapita, pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsi. d. Aspek ekonomi diukur melalui pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi di Pulau Jawa dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Penelitian ini dibatasi pada provinsi-provinsi yang terletak di Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

Dalam analisis menggunakan model regresi data panel, terdapat tiga pendekatan yang umum digunakan:
1. Pooled Ordinary Least Squared (PLS), atau dikenal juga sebagai Common Effect Model (CEM), mengasumsikan bahwa data panel mencerminkan kondisi umum di mana nilai intersep dari masing-masing variabel adalah sama, dan koefisien kemiringan variabel-variabel tersebut identik untuk semua unit cross-section. Kendala utama dalam metode PLS ini adalah ketidaksesuaian dengan situasi sebenarnya, di mana kondisi tiap objek bisa sangat berbeda satu sama lain, bahkan dalam berbagai periode waktu yang berbeda. Model PLS/CEM diwakili sebagai berikut: Yit = α + β'Xit +eit
2.Fixed Effect Model (FEM), dalam pendekatan ini, α dianggap sebagai konstanta yang unik untuk setiap kelompok, mengacu pada istilah konstan pada model regresi. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar unit dapat dilihat dalam istilah konstan. FEM memfokuskan pada efek yang khusus untuk individu, dan tidak mempertimbangkan efek yang spesifik pada waktu tertentu. Model FEM diwakili sebagai berikut: Yit = αi + β'Xit+eit
3. Random Effect Model (REM), dalam metode REM, karakteristik individu dan waktu yang berbeda dimasukkan dalam komponen error model. Teknik ini juga mempertimbangkan kemungkinan korelasi antara error sepanjang time series dan cross-section. Model REM diwakili sebagai berikut: Yit = αit + β'Xit + eitMetode PLS/CME cocok untuk data panel yang tidak menunjukkan variasi antara unit cross-section atau time series. Sementara FEM mempertimbangkan variasi antar unit tetapi tidak memperhitungkan variasi waktu, dan REM menggabungkan keduanya. Pemilihan metode tergantung pada karakteristik data dan asumsi yang relevan dalam analisis data panel.

Dalam konteks penelitian data panel, uji Chow digunakan untuk memilih antara FEM (Fixed Effect Model) dan CEM/PLS (Common Effect Model/Pooled Ordinary Least Squared), yang berkaitan dengan variasi antar individu. Jika uji Chow menunjukkan bahwa nilai F-statistik melebihi nilai kritis F-tabel, maka model yang digunakan adalah FEM.	Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan REM (Random Effect Model) berdasarkan p-value. Jika p-value uji Hausman lebih kecil dari 5%, maka model FEM dianggap lebih baik dibandingkan model REM.
Dengan demikian, kedua uji tersebut adalah alat penting dalam menentukan model data panel yang paling sesuai untuk analisis berdasarkan karakteristik data dan asumsi yang relevan.

Adapun uji statistik dalam analisis data panel meliputi :
1. Koefisien Determinasi (R-square): R-square mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. Semakin tinggi nilai R-square, semakin baik model dapat menjelaskan hubungan tersebut.
2. Uji F-Statistik: Uji F-Statistik digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Ini membantu memahami apakah model secara keseluruhan memiliki kecocokan yang baik dengan data.
3. Uji t-Statistik: Uji t-Statistik digunakan untuk menilai apakah variabel-variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini membantu dalam memahami kontribusi setiap variabel independen secara individu.

Seluruh rangkaian uji statistik ini penting dalam menilai sejauh mana model data panel sesuai dengan data yang ada dan apakah variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan.


4.	HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis data panel menunjukkan bahwa model regresi data panel yang paling sesuai dan baik untuk variabel yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah model berikut:
LnYit=αit+β1​LnX1it+β2​LnX2it+β3​X3it−β4​X4it−β5​X5it+eit
Dalam model ini:
· Yit adalah IPM di provinsi ke-i pada tahun ke-t.
· 1X1 adalah Belanja Pendidikan (BP) dalam rupiah.
· 2X2 adalah Belanja Kesehatan (BK) dalam rupiah.
· 3X3 adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE) dalam persen.
· 4X4 adalah Prosentase Penduduk Miskin (PPM) dalam persen.
· 5X5 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam persen.
· αit adalah konstanta.
· βi​ adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel.
· i adalah indeks data cross section (dalam hal ini, data dari 6 provinsi).
· t adalah indeks waktu (data dari tahun 2011 hingga 2020).
· eit adalah komponen error atau galat model pada waktu t untuk data cross section ke-i.

Untuk memilih model terbaik dari metode data panel, dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa probabilitas kedua uji tersebut sangat kecil (kurang dari 0.05 atau 5%), yang mengindikasikan penolakan hipotesis untuk menggunakan model Pooled Ordinary Least Squared (PLS) dan Random Effect Model (REM). Oleh karena itu, model Fixed Effect Model (FEM) dianggap lebih sesuai dan diterima sebagai model terbaik untuk analisis data panel pada kasus ini.
Uji asumsi klasik tidak selalu diperlukan dalam analisis data panel karena data panel memiliki keunggulan dalam mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik. Berdasarkan hasil estimasi model, nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 0.736356, yang menunjukkan bahwa sekitar 73.64% variabilitas variabel bebas mampu menjelaskan variasi IPM. Nilai probabilitas F-statistik adalah 0.000000, menunjukkan signifikansi model pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga variabel-variabel bebas secara bersama-sama mampu menjelaskan IPM di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Semua hasil ini mendukung kecocokan model yang dipilih.

Hasil pengolahan data menggunakan Fixed Effect Model (FEM) menghasilkan rumus estimasi untuk masing-masing provinsi di Pulau Jawa yang menghubungkan variabel belanja pendidikan (BP), belanja kesehatan (BK), pertumbuhan ekonomi (PE), persentase penduduk miskin (PPM), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut adalah rumus estimasi untuk setiap provinsi:

1. IPM DKI = 3.661 + 0.013BP + 0.014BK - 0.003PE - 0.009PPM - 0.003*TPT
2. IPM Jabar = 3.560 + 0.013BP + 0.014BK - 0.003PE - 0.009PPM - 0.003*TPT
3. IPM Jateng = 3.587 + 0.013BP + 0.014BK - 0.003PE - 0.009PPM - 0.003*TPT
4. IPM DIY = 3.661 + 0.013BP + 0.014BK - 0.003PE - 0.009PPM - 0.003*TPT
5. IPM Jatim = 3.752 + 0.013BP + 0.014BK - 0.003PE - 0.009PPM - 0.003*TPT
6. IPM Banten = 3.584 + 0.013BP + 0.014BK - 0.003PE - 0.009PPM - 0.003*TPT

Dalam rumus ini, koefisien masing-masing variabel bebas (BP, BK, PE, PPM, TPT) menggambarkan pengaruh variabel tersebut terhadap IPM di masing-masing provinsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai konstanta (alpha) memegang peran penting dalam pertumbuhan IPM di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Ini berarti bahwa jika variabel bebas lainnya dianggap konstan, maka pertumbuhan IPM di provinsi-provinsi tersebut akan meningkat dalam rentang antara 3.560 hingga 3.752 persen.
Selain itu, koefisien BP dan BK juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan IPM. Koefisien BP sekitar 0.013, yang berarti bahwa jika semua variabel bebas lainnya tetap konstan, pertumbuhan BP sebesar 1 persen akan berdampak pada pertumbuhan IPM sekitar 0.013 persen. Demikian pula, koefisien BK sekitar 0.014, yang artinya pertumbuhan BK sebesar 1 persen akan berkontribusi pada pertumbuhan IPM sekitar 0.014 persen. Ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif pada pertumbuhan IPM di provinsi-provinsi tersebut.
Dalam hasil analisis data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM), terlihat bahwa koefisien masing-masing variabel memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Berikut adalah pembahasan mengenai koefisien-kofisien tersebut:

1. Koefisien BP (Belanja Pendidikan): Koefisien ini memiliki nilai positif sekitar 0.013, yang artinya peningkatan belanja pendidikan sebesar 1 persen akan berkontribusi pada peningkatan IPM sekitar 0.013 persen. Ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan memiliki dampak positif pada pembangunan manusia, khususnya dalam hal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Koefisien BK (Belanja Kesehatan): Koefisien ini juga memiliki nilai positif sekitar 0.014, yang berarti peningkatan belanja kesehatan sebesar 1 persen akan berkontribusi pada peningkatan IPM sekitar 0.014 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam sektor kesehatan juga memiliki dampak positif terhadap pembangunan manusia.
3. Koefisien PE (Pertumbuhan Ekonomi): Koefisien PE memiliki nilai sekitar -0.003, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, dengan faktor-faktor lain tetap, akan berdampak pada penurunan IPM sekitar -0.003 persen. Ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata atau tidak didistribusikan dengan baik, yang mungkin tidak menguntungkan semua lapisan masyarakat.
4. Koefisien PPM (Persentase Penduduk Miskin): Koefisien PPM juga memiliki nilai negatif sekitar -0.009, yang artinya peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 1 persen akan berkontribusi pada penurunan IPM sekitar -0.009 persen. Ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan atau pengurangan persentase penduduk miskin adalah faktor penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
5. Koefisien TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka): Koefisien TPT juga memiliki nilai negatif sekitar -0.003, yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen akan berkontribusi pada penurunan IPM sekitar -0.003 persen. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran memiliki dampak positif pada pembangunan manusia.

PEMBAHASAN

Hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti belanja pendidikan, belanja kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia di Pulau Jawa. Sementara pertumbuhan ekonomi perlu dikelola dengan lebih hati-hati untuk memastikan manfaatnya merata kepada seluruh masyarakat. Kesimpulan ini memberikan wawasan yang berharga dalam merancang kebijakan pembangunan di tingkat regional.
Analisis yang menunjukkan bahwa usia harapan hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap provinsi di Pulau Jawa sangat relevan. Ini mencerminkan pentingnya sektor kesehatan dalam pembangunan manusia, dan hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi dalam kesehatan berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kualitas hidup penduduk.

Beberapa poin penting yang bisa diambil dari analisis ini adalah:

1. Kesehatan Sebagai Fondasi Pembangunan Manusia: Usia harapan hidup adalah indikator kunci dalam mengukur kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan manusia, ini mencerminkan bahwa kesehatan merupakan fondasi yang kuat untuk peningkatan kualitas hidup penduduk. Memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan akses ke layanan kesehatan berkualitas adalah langkah penting dalam memajukan pembangunan manusia.
2. Investasi dalam Kesehatan: Hasil estimasi menunjukkan bahwa Belanja Kesehatan memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan dengan Belanja Pendidikan terhadap IPM. Ini menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor kesehatan. Investasi dalam kesehatan, seperti program imunisasi, nutrisi, fasilitas kesehatan, dan jaminan kesehatan, memiliki dampak yang besar pada kualitas hidup dan usia harapan penduduk.
3. Kesehatan dan Produktivitas: Kesehatan individu memiliki dampak yang besar pada produktivitas dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Individu yang sehat cenderung lebih produktif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
4. Pendidikan dan Kesehatan Saling Mendukung: Meskipun kesehatan memiliki pengaruh yang lebih besar pada IPM dalam analisis ini, pendidikan tetap memiliki peran yang penting dalam pembangunan manusia. Tingkat pendidikan yang tinggi meningkatkan kapasitas individu dalam mengakses informasi kesehatan dan memahami pentingnya perawatan kesehatan. Kesehatan yang lebih baik juga memungkinkan individu untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan.

Dalam konteks kebijakan pembangunan regional, hasil ini memberikan pemahaman yang berharga tentang alokasi anggaran dan prioritas investasi. Kesehatan yang baik adalah modal penting dalam pembangunan manusia, dan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Selain itu, pendekatan yang menyeluruh, yang memadukan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, dapat membawa dampak positif yang signifikan pada pembangunan manusia di tingkat regional maupun nasional.
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang mungkin terpinggirkan. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari analisis ini adalah:

1. Pentingnya Fasilitas Kesehatan yang Merata: Fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan Puskesmas/PKM, adalah aset fisik yang berkontribusi pada kualitas hidup penduduk dalam jangka panjang. Penting untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan ini tidak hanya terpusat di daerah padat penduduk, tetapi juga tersedia di daerah pedesaan dan terpencil. Ini akan membantu mencapai pemerataan kesehatan di seluruh negeri.
2.	Peran Puskesmas/PKM: Puskesmas/PKM memiliki peran kunci dalam penyediaan layanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan dan aksesibilitas Puskesmas/PKM yang merata dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah pedesaan. Upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas ini tersedia dan beroperasi dengan baik di seluruh wilayah.
1.Pendidikan yang Merata: Infrastruktur pendidikan yang lengkap dan merata di Pulau Jawa telah memberikan kontribusi positif terhadap tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan. Namun, perlu terus mendorong upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dari akses pendidikan yang berkualitas.
3. Peningkatan Pengeluaran per Kapita: Tingkat pengeluaran per kapita yang lebih tinggi di Pulau Jawa adalah faktor penting dalam meningkatkan IPM. Pemerintah perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.
4.	Konsentrasi Sumber Daya Manusia: Konsentrasi sumber daya manusia yang signifikan di Pulau Jawa dapat digunakan sebagai modal untuk meningkatkan pembangunan manusia. Dengan populasi yang besar, upaya untuk memajukan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Pulau Jawa dapat memberikan dampak yang signifikan pada tingkat IPM.
Analisis ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengalokasian sumber daya dan pengambilan kebijakan yang mendukung pembangunan manusia yang merata di Pulau Jawa dan seluruh Indonesia. Selain itu, upaya kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat juga dapat menjadi bagian penting dari upaya pembangunan manusia yang holistik.

Hasil analisis uji Granger causality menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Walaupun demikian, terdapat keterkaitan satu arah yang signifikan, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak positif pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercermin dalam peningkatan IPM. Dengan kata lain, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, hal ini memengaruhi peningkatan IPM, tetapi sebaliknya, tingkat kualitas SDM atau IPM tidak secara otomatis berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Pradnya, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kualitas SDM atau IPM. Tingginya IPM dapat dianggap sebagai kontribusi dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama melalui alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam teori, diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif pada kualitas SDM. Peningkatan ini adalah hasil dari investasi pemerintah dalam faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kualitas SDM, seperti belanja pendidikan dan kesehatan. Temuan ini juga mendapat dukungan dari penelitian yang dilakukan oleh Lonni et al., yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu negara dapat meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan ini didasarkan pada investasi pemerintah dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas SDM.

Jika dilihat dari data IPM (lihat Tabel 10), kesimpulan dapat diambil bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif pada IPM. Data menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi selama periode 2011-2020, dengan peningkatan hanya terjadi pada tahun 2016 dan 2017, kecuali provinsi Jawa Tengah yang mengalami fluktuasi dan penurunan pada tahun 2020. Sementara itu, data IPM menunjukkan peningkatan sejak tahun 2011 hingga tahun 2020.

Kenaikan angka kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran berpotensi mengurangi kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan pendapatan per kapita, yang merupakan faktor utama dalam meningkatkan IPM. Situasi ini terutama berdampak pada individu yang tidak memiliki pendapatan yang memadai, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dan pengangguran memiliki dampak negatif pada IPM karena individu yang berada dalam kondisi tersebut cenderung tidak memprioritaskan pendidikan dan kesehatan dalam hidup mereka. Prioritas utama mereka adalah memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ketika pendidikan dan kesehatan tidak menjadi prioritas, maka kualitas hidup mereka tidak akan meningkat di masa depan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran.

5.	PENUTUP
5.1.   Kesimpulan
Mengingat hasil analisis yang telah disajikan, beberapa temuan penting dapat diambil. Faktor-faktor seperti Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai provinsi di Pulau Jawa. Temuan ini didukung oleh tingkat signifikansi statistik yang rendah, dengan nilai sig sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05.
Pentingnya Pengeluaran Perkapita menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memiliki peran kunci dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan tingkat kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran. Meskipun demikian, temuan menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Pertumbuhan Ekonomi dan IPM. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung menurun selama periode penelitian, sementara IPM terus meningkat.

	Belanja Kesehatan dan Belanja Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang positif, penurunan tingkat kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran.

Dari temuan ini, beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mencapai tujuan perencanaan pembangunan dalam meningkatkan IPM adalah sebagai berikut:
1.Pentingnya mengadopsi kebijakan penganggaran yang berfokus pada program-program yang secara langsung memengaruhi komponen IPM. Ini mencakup investasi dalam sektor pendidikan, seperti pemerataan jumlah pendidik, pemberian beasiswa atau tunjangan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, perbaikan fasilitas sekolah dan kelas, peningkatan jumlah sekolah, dan dukungan biaya operasional sekolah. Hal serupa berlaku untuk sektor kesehatan, seperti jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, penelitian epidemiologi, dan promosi kesehatan. Selain itu, dalam sektor ekonomi, perhatian harus difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan pengurangan angka pengangguran.
2.	Meskipun penelitian ini terbatas pada wilayah Pulau Jawa, hasilnya dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Mereka dapat mengadopsi dan menyesuaikan strategi yang telah terbukti berhasil diimplementasikan oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa sesuai dengan konteks dan karakteristik wilayah mereka sendiri.
5.2.   Saran
Saran adalah mengungkapkan kondisi khusus yang harus dilakukan bila penelitian ini akan dilaksanakan ulang atau merupakan pernyataan yang merupakan pedoman untuk penelitian selanjutnya dari masalah ini. Saran ditulis dalam satu paragraph.
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